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MELAWAN ASIMILASI BUDAYA:
BAHASA MELAYU SEBAGAI BASIS
PERLAWANAN SOSIAL DAN POLITIK

IDENTITAS DI THAILAND SELATAN

Bayu Mitra A. Kusuma dan Theresia Octastefani
Institute of Southeast Asian Islam (ISAls)
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Center for Southeast Asian Social Studies (CESASS)
Universitas Gadjah Mada
bayu.kusuma@uin-suka.ac.id
theresiaoctastefani@ugm.ac.id

Abstrak

Thailand adalah sebuah negara monarki di Mainland Asia
berpenduduk mayoritas etnis Thai beragama Budha dan sebagian
kecil etnis Melayu beragama Islam. Pada umumnya, Melayu Muslim
di Thailand tinggal di wilayah selatan atau eks Kesultanan Patani
Raya. Sebagai kelompok minoritas, Melayu Muslim di Thailand
dalam catatan sejarahnya kerap mendapatkan diskriminasi di
berbagai aspek. Salah satu bentuk diskriminasi terberat adalah
kebijakan asimilasi budaya yang diterapkan secara paksa sejak rezim
Jenderal Phibul Songkhram, dimana dalam kebijakan tersebut Thai
Budha ditetapkan sebagai budaya dan identitas tunggal. Kebijakan
tersebut membawa konsekwensi berupa larangan penggunaan
nama, bahasa, dan identitas Melayu lainnya. Bahkan Bahasa Melayu
dilarang digunakan terutama di sektor formal seperti bahasa
pengantar sekolah dan instansi pemerintah. Kondisi tersebut
mengakibatkan masyarakat Melayu Muslim melakukan perlawanan
sosial yang kemudian direspon secara represif oleh pemerintah
hingga menimbulkan konflik berkepanjangan. Situasi tersebut tak
berubah hingga rezim Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang juga
mengeluarkan statement menyudutkan penggunaan bahasa Melayu.
Dalam konflik tersebut, Melayu Muslim bukan hanya menggunakan
bahasa sebagai sarana perlawanan sosial, namun juga sebagai simbol
politik identitas untuk menunjukkan eksistensi bahwa mereka tetap
mampu bertahan di tengah berbagai tekanan.

Kata kunci: asimilasi budaya, bahasa melayu, perlawanan sosial,
politik identitas
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A. PENDAHULUAN

Thailand adalah sebuah negara berbentuk monarki yang secara geografis
terletak di antara benua Australia dan daratan mainland Asia. Kondisi geografis
tersebut membuat posisi Thailand menjadi strategis dan mudah dijangkau
untuk kegiatan perdagangan maupun penyebaran agama di masa lampau.
Mayoritas penduduk Thailand beragama Budha aliran Theravada. Sedangkan
sebagian kecil lainnya memeluk agama Islam dan Konghucu. Meskipun
Islam di Thailand merupakan agama minoritas yang populasinya kurang
dari lima persen penduduk, namun Islam di Thailand merupakan minoritas
yang berkembang cepat (Aphornsuvan, 2003:3). Populasi Muslim Melayu di
Thailand mayoritas berada di wilayah selatan meliputi Provinsi Pattani, Yala
dan Narathiwat ditambah dengan sebagian Satun dan Songkhla. Atau dengan
kata lain mereka umumnya tinggal di wilayah eks Kesultanan Patani Raya yang
pernah berdaulat sebelum dianeksasi oleh Kerajaan Siam. Wilayah tersebut di
era modern berbatasan langsung dengan negara Malaysia.

Relasi mayoritas dan minoritas di berbagai belahan dunia sangatlah
dinamis sekaligus rentan terhadap munculnya konflik, tak terkecuali pada
kehidupan masyarakat Muslim. Di Timur Tengah misalnya, pada masa awal
Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, Muslim sebagai kelompok
minoritas yang mendapatkan perlakuan represif di kota Makkah memutuskan
hijrah ke Abyssinia dan Madinah (Siddiqi, 2006). Adapun di Asia Tenggara,
kawasan Thailand Selatan yang menjadi basis masyarakat Melayu Muslim
juga merupakan sebuah daerah rawan konflik dengan latar belakang gesekan
budaya. Apalagi Thailand beberapa kali dipimpin oleh rezim perdana menteri
yang sangat diskriminatif terhadap masyarakat Melayu Muslim, meskipun
sebenarnya harus diakui juga bahwa Thailand memiliki raja yang dipandang
bijaksana seperti Bhumibol Adulyadej yang dua tahun lalu mangkat. Namun
perlu diingat bahwa dalam sistem monarki konstitusional atau monarki yang
tidak absolut, raja adalah seorang kepala negara yang berfungsi sebagai simbol,
sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri.

Salah saturezim perdana menteriyang paling diskriminatif bahkan represif
adalah rezim Jenderal Phibul Songkhram dimana masyarakat Melayu Muslim
dipaksa menjalankan kebijakan asimilasi budaya (Mahmud, 2004:2). Dalam
kebijakan asimilasi tersebut Melayu Muslim dipaksa untuk menanggalkan
identitas mereka dan mengganti dengan segala bentuk identitas bercorak Thai.
Salah satu dampak yang paling mencolok dari kebijakan asimilasi budaya sang
jenderal adalah Bahasa Melayu yang merupakan bahasa ibu dari masyarakat
setempat dilarang untuk digunakan, terutama dalam hal-hal yang sifatnya
formal seperti bahasa pengantar pelajaran di sekolah dan dalam sistem
administrasi pemerintahan. Dilarang menggunakan bahasa ibu yang telah
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digunakan secara turun temurun secara sepihak dan mendadak, masyarakat
Melayu Muslim pun kemudian melakukan perlawanan untuk membela
etnisnya yang dirugikan.

Berdasarkan kronologi peristiwa di atas dapat dilihat bahwa dalam
perjalanan sejarahnya Bahasa Melayu telah menjadi basis perlawanan sosial
dan sarana memperkuat politik identitas masyarakat lokal. Karena itu menjadi
menarik untuk menelisik secara lebih detail tentang bagaimanakah masyarakat
Melayu Muslim minoritas di Thailand Selatan melawan kebijakan asimilasi
budaya yang diterapkan oleh rezim penguasa. Serta kemudian bagaimanakah
bentuk perlawanan sosial dan politik identitas yang mereka lakukan untuk
mempertahankan budaya mereka seperti penggunaan Bahasa melayu dalam
berbagai aktivitas sehari-hari.

Terkait kajian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang layak menjadi
rujukan. Pertama, penelitian Phaosan Jehwae (2014) dari Fatoni University yang
menyatakan bahwa dasar pendidikan menurut konstitusi Kerajaan Thailand
tidak memperbolehkan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dan
bahasa pengantar dalam semua mata pelajaran. Bahasa Melayu hanya sedikit
diangkat penggunaannya dalam konteks kepentingan politik Kerajaan Thailand,
sebagai bagian dari upaya menjaga kestabilan politik di Thailand Selatan.
Kedua, penelitian dari Suwilai Premsrirat (2008) dari Mahidol University yang
memberikan pernyataan bahwa banyak ketakutan terjadi di Thailand selatan
bahwa pendidikan umum akan digunakan untuk menhancurkan bahasa lokal
dan identitas agama. Salah satu strategi agar ketakutan tersebut tidak muncul
berlebihan adalah dengan mengupayakan adanya program bilingual atau dual
bahasa. Namun itupun baru sebatas digunakan di tingkat lokal, tidak untuk
diangkat ke tingkat nasional. Ketiga, penelitian yang merupakan tesis doktoral
dari Norizah Binti Ardi (2005) di Universiti Malaya yang mengemukakan bahwa
Bahasa Thai digunakan sebagai bahasa resmi dan bahasa kenegaraan, sedangkan
Bahasa Melayu hanya digunakan secara terbatas dalam lingkup kekeluargaan
dan keagamaan saja. Adapun positioning kajian ini terhadap beberapa penelitian
terdahulu tersebut adalah mencoba untuk mengungkap aspek yang belum
banyak diungkap, yaitu penggunaan Bahasa Melayu sebagai basis perlawanan
sosial dan politik identitas.

B. MUSLIM DI THAILAND: ANTARA DUA KELOMPOK
BESAR

Secara umum Islam memang merupakan agama mayoritas di Asia
Tenggara dengan kantong utama berada di wilayah kepulauan seperti
Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Akan tetapi sebaliknya, Islam
adalah agama minoritas di mainland Asia yang telah dihuni oleh penganut



SASTRA DAN PERKEMBANGAN MEDIA 893

Hindu dan Budha jauh sebelum Islam datang sekitar abad ke-9 (Aphornsuvan,
2003:7). Sebagaimana telah disebutkan di bagian awal kajian ini bahwasanya
Muslim Melayu di Thailand mayoritas hidup di wilayah selatan terutama
Provinsi Pattani sebagai kantong utama. Bahkan di Provinsi Pattani saja,
populasi Muslim mencakup 80% dari keseluruhan Muslim di seluruh wilayah
Thailand (Kusuma dan Octastefani, 2016:34).

Dalam perkembangan kehidupannya, masyarakat Muslim di Thailand
dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu golongan yang terasimilasi
(assimilated group) dan golongan yang tidak terasimilasi (unassimilated group).
Assimilated group adalah golongan yang terasimilasi atau berbaur dengan
kaum mayoritas yaitu masyarakat Thai Budha dalam berbagai bidang tatanan
kehidupan kecuali masalah keagamaan. Mereka berdiaspora ke berbagai
wilayah Thailand secara dinamis. Sedangkan unassimilated group adalah
golongan masyarakat Muslim yang tidak berbaur dengan Thai Budha. Mereka
hanya bergaul dengan komunitasnya sendiri di Thailand Selatan dengan alasan
mereka harus menjaga kultur Melayu Islam pada berbagai aspek seperti nama,
bahasa, dan adat istiadat. Mereka berpikir bahwa pergaulan dengan komunitas
lain dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap eksistensi budaya asli
mereka.

Alasan dari kondisi tersebut dapat dilacak secara historis. Namun
sebelumnya kita perlu memahami terlebih dahulu perbedaan antara Pattani
dan Patani. Pattani (dengan dua huruf t) berarti sebagai sebuah provinsi di
negara Thailand modern, sedangkan Patani (dengan satu huruf t) berarti
sebuah kesultanan berdaulat sebelum dianeksasi oleh Kerajaan Siam. Pada
saat itu Kerajaan Siam terus menerus berusaha menguasai Patani dengan
agresi namun selalu gagal. Sampai pada pemerintahan Sultan Muzhaffar,
Kesultanan Patani menuju zaman keemasannya sehingga semakin menarik
Siam untuk kembali menyerang dan akhirnya dapat menguasainya setelah
perang bertahun-tahun (Alwi, 2011:139-140). Kerajaan Siam memiliki ambisi
besar untuk menganeksasi wilayah Kesultanan Patani karena merupakan
daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah sekaligus strategis sebagai
bandar perniagaan, bahkan hingga saat inipun kita masih bisa melihat sisa-sisa
kebesaran Patani sebagai pelabuhan yang ramai. Dari aneksasi inilah awal mula
benturan yang melibatkan kelompok etnis Melayu Muslim dengan kebijakan
represif rezim penguasa Thailand dimana benturan tersebut masih terjadi
sampai saat ini berupa darurat militer.
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C. REZIM PHIBUL SONGKHRAM DAN THAKSIN
SHINAWATRA

Kebijakan asimilasi budaya di Thailand mulai diberlakukan pada saat
Jenderal Phibul Songkhram menjabat sebagai perdana menteri dalam
kurun waktu 1938-1944 dan 1947-1957. Kebijakan paling chauvinistik oleh
Songkhram dijalankan pada termin pertama kekuasaan pemerintahannya,
saat dia mengubah nama Kerajaan Siam menjadi Kerajaan Thai (Suaedy,
2018:117). Kebijakan asimilasi budaya ini dipandang oleh Songkhram sebagai
kebijakan nasionalisasi budaya Thailand dan menjadi kebijakan primer
negara. Songkhram berpandangan bahwa nasionalisme harus diciptakan
dari kesamaan yang tunggal dan meniadakan perbedaan. Dalam kebijakan
asimilasi budaya ala Songkhram, Bahasa Thai menjadi elemen penting yang
diasimilasikan ke seluruh penjuru Thailand, termasuk di wilayah selatan
yang kemudian menciptakan resistensi dari masyarakat Melayu Muslim yang
berbahasa Melayu sebagai alat komunikasi sehari-harinya (Kusuma, 2015:11).

Pelarangan penggunaan Bahasa Melayu di sektor formal mengakibatkan
banyak Melayu Muslim yang gagal masuk sekolah negeri untuk mengakses
pendidikan. Kalaupun ada yang berhasil masuk, di dalam sekolah pun
masyarakat Melayu Muslim dilarang menggunakan bahasa Melayu dalam
percakapan sehari-hari di luar jam pelajaran sekalipun. Hal yang sama
juga terjadi bila seorang Melayu Muslim ingin masuk ke dalam birokrasi
pemerintahan negara. Bukan hanya bahasa yang harus berubah, nama pun
bahkan harus disesuaikan dengan menginternalisasikan unsur Thai, mirip
dengan kebijakan terhadap etnis Tionghoa pada masa Orde Baru Soeharto
di Indonesia. Kebijakan Songkhram tersebut didukung oleh sistem politik
di Thailand yang absolut. Sistem tersebut dalam pemerintahan Thailand
disebut dengan “politik birokrasi” dimana rezim penguasa memiliki hak untuk
mengontrol seluruh aspek kehidupan Melayu Muslim secara ketat. Namun
kebijakan tersebut tak lantas membuat masyarakat lokal menurut begitu saja.
Justru Bahasa Melayu menjadi simbol perlawanan sosial yang menolak tunduk
pada kebijakan sepihak rezim penguasa. Perlawanan sosial tersebut, baik
yang berupa perlawanan bersenjata maupun perundingan, terus berlangsung
hingga saat ini.

Rezim perdana menteri Thailand lainnya yang juga sangat diskriminastif
terhadap Melayu Muslim adalah Thaksin Shinawatra. Seorang konglomerat
media telekomunikasi yang kemudian berhasil menduduki jabatan sebagai
perdana menteri pada tahun 2001 sampai 2006 sebelum digulingkan
oleh kudeta militer. Meskipun pada faktanya Shinawatra berjasa dalam
pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di
wilayah selatan Thailand, namun fakta tersebut ternoda oleh tindakannya
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sendiri. Shinawatra mencetuskan dua statemen kontroversial bahwa: pertama,
orang Thailand adalah mereka yang beragama Budha. Kedua, kalaupun tidak
beragama Budha mereka harus menggunakan bahasa Thai. Sehingga dapat
ditarik kesimpulan bahwa menurutnya apabila seseorang memeluk agama
Islam, orang tersebut baru bisa disebut orang Thai hanya jika menggunakan
bahasa Thai dalam kesehariannya. Sedangkan apabila seseorang beragama
Budha, menggunakan bahasa apapun tetaplah dianggap sebagai orang Thai.
Dengan demikian jelas bahwa mereka yang beragama Islam dan menggunakan
Bahasa Melayu dalam kesehariannya akan menjadi warga negara yang tersisih.
Di bawah rezim Shinawatra pula darurat militer kembali diberlakukan di
wilayah selatan meliputi tiga provinsi dengan mayoritas Muslim dan belum
dicabut hingga saat ini.

D. BAHASA MELAYU SEBAGAI BASIS PERLAWANAN

Bahasa merupakan salah satu unsur yang menunjukkan sebuah identitas
jati diri seseorang atau sekelompok orang agar orang lain dapat mengenalnya
dengan mudah. Bahasa juga memiliki peranan penting dalam kehidupan
manusia, dimana bahasa membantu seseorang membentuk struktur dasar
persepsi yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi sehari-
hari. Sejak dahulu, masyarakat Muslim di Thailand Selatan mempunyai satu
bahasa yang menjadi identitas mereka yaitu bahasa Melayu Patani — atau oleh
sebagian masyarakat lokal disebut Bahasa Jawi (perpaduan Arab-Melayu) -
yang memiliki beberapa perbedaan dialek sesuai dengan lokasi masing-masing.

Rezim penguasa Thailand selalu menggunakan alasan nasionalisme
versi mereka dalam menjalankan kebijakan asimilasi budaya dengan berbagai
cara. Namun masyarakat Muslim Melayu juga memiliki berbagai cara untuk
melakukan perlawanan sosial dalam rangka mempertahankan -eksistensi
Bahasa Melayu. Mereka memiliki jargon “hilang bahasa hilanglah bangsa”.
Salah satu contoh adalah eksistensi Majalah Azan, sebuah majalah berbahasa
Melayu dengan tulisan aksara Jawi sebagai bahasa pengantarnya. Majalah ini
mewarnai kehidupan sosial Melayu Muslim di Thailand Selatan sejak tahun
1975. Terbitnya majalah tersebut berkat sekumpulan jurnalis dan intelektual
Melayu yang memiliki kesadaran cinta akan bahasanya. Mereka mengumpul
berbagai artikel dan kemudian mencetaknya untuk dipasarkan dengan target
penjualan masyarakat Melayu Muslim. Meskipun harus diakui bahwa editing
dan layout dari Majalah Azan ini secara kualitas masih belum sempurna dan
tertinggal cukup jauh dari media cetak lainnya di Thailand. Namun setidaknya
keberadaan dari majalah ini mampu menunjukkan bahwa masyarakat Melayu
Muslim mampu memberikan perlawanan sebagai kontra narasi dari kampanye
nasionalisme versi rezim penguasa.
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Majalah ini banyak membahas tentang pemikiran-pemikiran sosial
maupun spiritual oleh para intelektual Melayu Muslim terkait perlawanan
terhadap upaya pemerintah menghapus Bahasa Melayu di dunia pendidikan
baik di sekolah negeri maupun sekolah keagamaan Islam untuk diganti dengan
Bahasa Thai dengan tujuan menghasilkan generasi penerus masa depan yang
berkomunikasi dengan Bahasa Thai sebagai identitas nasional. Perlawanan
masyarakat Melayu Muslim terhadap kebijakan rezim penguasa merupakan
bagian dari upaya menyelamatkan identitas etnisitas sekaligus religiusitas
mereka. Mereka khawatir masuknya kurikulum Thai ke dalam sistem
pendidikan agama Islam akan mengakibatkan historitas Melayu Muslim
terlupakan di dalam masyarakatnya sendiri (Feigenblatt, 2010:57). Dominasi
Bahasa Thai dan dihilangkannya Bahasa Melayu akan membuat etnis ini krisis
identitas di masa depan. Oleh karena itu keberadaan Majalah Azan menjadi
sangat bermakna. Persebaran majalah ini berguna untuk menyampaikan
pemikiran para intelektual kepada masyarakat secara luas. Dengan demikian
diharapkan kesadaran untuk mempertahankan eksistensi Bahasa Melayu
dapat dimiliki oleh seluruh masyarakat Muslim Melayu sehingga kekuatan
perlawanan sosial menjadi semakin besar.

Konflik di Thailand Selatan ini selain berbicara tentang perlawanan sosial
juga erat kaitannya dengan politik identitas, dimana terjadi benturan pengaruh
antar kelompok disebabkan kebijakan diskriminatif yang menimbulkan
kekerasan dan konflik etnis (Kusuma, 2017:44). Atau dengan bahasa yang
lebih mudah, politik identitas selalu terkait dengan rasisme, bio-feminis dan
lingkungan (Heller dalam Abdillah, 2002:22). Terbukti dengan munculnya
kelompok-kelompok yang ingin membawa Pattani menjadi negara merdeka
terpisah dari Kerajaan Thailand seperti Barisan Revolusi Nasional (BRN)
dan Patani United Liberation Organization (PULO). Meskipun masih perlu
diperjelas kembali adalah apakah organisasi-organisasi itu benar-benar ingin
memisahkan diri secara politik, atau apakah mereka hanya menggunakan isu
pemisahan negara supaya memicu rakyat kecil untuk bangkit dengan memakai
senjata, padahal tujuan asli organisasi hanya untuk mendapatkan keuntungan
dalam bernegosiasi (Aeusrivongse, 2005).

Apa yang terjadi terhadap minoritas Melayu Muslim di Thailand dapat
dikatakan sebagai kekerasan kultural. Kekerasan kultural yang dimaksud
adalah aspek budaya, ranah simbolik eksistensi kita - ditunjukkan oleh
agama dan ideologi, bahasa dan seni, ilmu pengetahuan yang bersifat empirik
dan ilmu pengetahuan yang bersifat formal — yang dapat digunakan untuk
menjustifikasi atau melegitimasi kekerasan langsung atau struktural (Galtung,
2003:429). Perubahan sosial dan lingkungan akibat kebijakan asimilasi
budaya berdampak buruk terhadap kehidupan Melayu Muslim. Bahkan dapat
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dikatakan bahwa kebijakan asimilasi budaya adalah suatu bentuk perang
psikologis untuk melemahkan moral spirit masyarakat Melayu Muslim dalam
mempertahankan eksistensi budayanya.

Namun dibalik semua fakta tersebut, ada sebuah berita menggembirakan,
belakangan ini muncul upaya-upaya yang bagus dari sejumlah kalangan
pemuda dan mahasiswa Melayu Muslim Thailand. Mereka nampak gusar dan
lelah dengan konflik berkepanjangan yang telah berlangsung sangat lama.
Para mahasiswa yang aktif menggelar pertemuan untuk membahas masalah-
masalah kebangsaan itu mendesak kedua belah pihak untuk segera bertemu
dalam satu meja dan menciptakan kesepakatan perdamaian permanen yang
dapat diterima kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat Melayu
Muslim. Hasilnya, walaupun masih dalam keadaan terdesak, Bahasa Melayu di
Thailand Selatan terus bertahan dan menampakkan masa depan yang sedikit
cerah. Sebagai contoh, Bahasa Melayu juga mendapat tempat di beberapa
universitas di Thailand. Tentu kita semua berharap solusi damai dapat segera
terwujud agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap Melayu Muslim di Thailand
Selatan dan Bahasa Melayu terus eksis sebagai khazanah kekayaan bahasa di
Thailand khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya.

E. SIMPULAN

Bahasa adalah salah satu unsur penting untuk menunjukkan sebuah
identitas atau jati diri. Seperti masyarakat Muslim di Thailand Selatan yang
menggunakan Bahasa Melayu sebagai identitas etnisnya. Namun eksistensi
bahasa tersebut terancam seiring munculnya kebijakan asimilasi budaya yang
mulai diberlakukan sejak rezim Jenderal Phibul Songkhram. Sang jenderal
berpandangan bahwa nasionalisme harus diciptakan dari kesamaan yang
tunggal. Dalam kebijakan tersebut, Bahasa Thai menjadi elemen penting yang
diasimilasikan termasuk di wilayah selatan hingga menciptakan resistensi.
Rezim lainnya yang juga sangat diskriminastif adalah Thaksin Shinawatra
dimana dia mencetuskan statemen kontroversial yang secara tidak langsung
menyatakan bahwa mereka yang beragama Islam dan menggunakan Bahasa
Melayu dalam kesehariannya menjadi warga negara yang tersisih.

Rezim penguasa selalu menggunakan nasionalisme versi mereka sebagai
alasan dalam menjalankan kebijakan asimilasi budaya. Masyarakat Melayu
Muslim pun melawan dengan berbagai cara untuk mempertahankan eksistensi
bahasa ibu mereka seperti melalui penerbitan Majalah Azan, sebuah majalah
berbahasa Melayu dengan tulisan aksara Jawi. Meskipun kualitas editing
dan layout dari majalah ini tertinggal cukup jauh dari media cetak lainnya
di Thailand, namun keberadaan majalah ini mampu menunjukkan bahwa
masyarakat Melayu Muslim mampu melawan sebagai kontra narasi dari
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kampanye nasionalisme versi rezim penguasa. Hal ini agar masyarakat Melayu
Muslim memiliki kesadaran bersama untuk mempertahankan eksistensi
bahasanya. Selain tentang perlawanan sosial, masalah ini juga erat kaitannya
dengan politik identitas yang dibuktikan dengan munculnya kelompok-
kelompok yang ingin membawa Pattani menjadi negara merdeka seperti
BRN dan PULO. Namun perlu perlu diperjelas kembali motif mereka untuk
memisahkan diri secara politik, antara mempertahankan identitas Melayu
atau sebatas mencari keuntungan dari proses negosiasi.
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